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Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan 
Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan 
Statistik Kota Denpasar Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sebagai 
pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban atas mandat yang diterima, dan 
sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah di Indonesia, baik berupa Undang-Undang, Instruksi Presiden 
maupun Peraturan Menteri. 

Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja berarti tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur. 
Karena kinerja pemerintahan akan sangat sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan 
transformasi system pemerintahan dari sistem yang birokratis kearah system yang bertujuan 
untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain, transformasi sector 
pemerintahan berarti merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan 
(inputs oriented Accountability), menjadi yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented 
Government). 

LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar ini tidak terlepas 
dengan kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal 
mungkin untuk mengatasi hal tersebut dengan langkah-langkah antisipatif melalui koordinasi 
dengan instansi dan pihak terkait. Mudah-mudahan LKjIP ini dapat memberikan informasi 
sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik Kota Denpasar pada tahun-tahun berikutnya. 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 
 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kota Denpasar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata 

kelola kepemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (result oriented government) 

sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu 

diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Dalam upaya itu, Dinas Komunikasi, Informatika 

daan Statistik Kota Denpasar mengimplementasikan akuntabilitas kinerja yang setidaknya 

memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan 

perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk 

sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.Tahun 2025 merupakan tahun ke lima dalam 

upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 

Denpasar melalui indikator sasaran, program dan kegiatan. 

Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar 

1. Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE 

2. Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE 

3. Meningkatnya kematangan manajemen SPBE 

4. Meningkatnya kematangan layanan SPBE 

Rencana program kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar mengacu 

pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 050- 

3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai 

implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi, adapun Program kegiatan tersebut adalah 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.. 

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 

● Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 

2. Kagiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

● Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 

● Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 

● Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 

● Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 

● Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 



 

 

● Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 

3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

● Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 

● Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 

● Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya. 

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik 

1. Kegiatan Pengeloaan Informai dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

● Sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 

● Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 

● Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media 

3. Program Aplikasi Informatika 

1. Kegiatan Pengeloaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan Sub 

Domain di Lingkup Pemerintah Daerah 

● Sub kegiatan Penyelengaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 

● Sub Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

● Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah 

berbasis Elektronik 

● Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis 

Elektronik 

● Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 

● Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan 

Kota Cerdas 

● Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Pemerintah Daerah 

4. Program Penyelengaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 

1. Kegiatan Penyelengaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 

● Sub kegiatan Penyedian Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Denpasar, pada tahun 2025 ini ditetapkan 4 sasaran dengan 5 Program dan 18 Kegiatan yaitu : 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 



 

 

3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 
INFORMASI 

 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
 

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 

d. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Elektronik 

e. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media 

f. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 

g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 

 
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat 

dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 

2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 



 

 

 

b. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 

d. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas 

dan Kota Cerdas 

e. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Pemerintah Daerah 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan 

Diseminasi Data Statistik Sektoral 

b. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral 
 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

Dari hasil pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja yang dilakukan 

terhadap pencapaian sasaran melalui indikator sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan 

diperoleh hasil, bahwa seluruh sasaran dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kota Denpasar dengan rata-rata tingkat capaian di atas  82 % atau dapat dikategorikan 

baik sekali. Keberhasilan ini tidak luput dari kendala atau hambatan yang dihadapi. Pada tahun-

tahun mendatang telah dipersiapkan strategi-strategi untuk selalu memperoleh hasil capaian 

kinerja yang semakin baik



 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan payung besar terminologi 

yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. 

TIK terdiri dari dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi 

Informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi, yang meliputi penciptaan 

sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi 

informasi, penerimaan informasi secara selektif sedangkan teknologi komunikasi adalah 

segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan 

mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi Informasi Komunikasi 

(TIK) sudah terbukti mampu menyampaikan layanan pemerintah kepada masyarakat 

dengan lebih cepat, transparan, akurat, dan akuntabel. Selain itu dengan adanya TIK, 

interaksi antara Pemerintah dengan Masyarakat lebih baik dan lebih aktif. Hal ini 

merupakan fungsi TIK sebagai pendorong dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan 

khususnya di Kota Denpasar yang lebih cepat, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. 

Pemerintah Indonesia telah memberikan prioritas pada pengembangan e-

Government sejak tahun 2003. Hal ini dibuktikan dengan telah diterbitkannya Instruksi 

Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan eGovernment. Namun umumnya pengembangan e-Government baik di 

level pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah belum sesuai dengan yang 

ditargetkan. Sehingga perencanaan mulai dari rencana induk pengembangan, rencana 

strategi, sampai dengan rencana kinerja sangat penting disusun sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan pembangunan. Untuk lebih memperkuat hal tersebut maka Pemerintah telah 

menerbitkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik yang mengatur tentang Tata Kelola, Manajemen SPBE, Audit 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pernyelenggara SPBE, Percepatan SPBE dan 

Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Serta khusus Peraturan Menteri PANRB No 5 Tahun 

2018 untuk Pedoman Evaluasi SPBE yg digunakan sebagai panduan dalam melakukan 

penilaian/evaluasi SPBE untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya 

Peraturan tentang SPBE, maka pemangku kebijakan Pemerintah Kota Denpasar akan 

lebih terbantu untuk menciptakan program-program maupun kegiatan-kegiatan publik 

lebih cepat dan tepat sasaran. Serta evaluasi dan monitoring mampu dilaksanakan secara 



 

 

transparan dan cepat dengan bantuan peran aktif dari masyarakat. Implementasi TIK 

sebagai salah satu komponen penting dari e-government Pemerintah Kota Denpasar wajib 

direncanakan dan dirancang dengan baik agar visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar 

bisa terwujud. Selain itu implementasi SPBE perlu diukur keberhasilannya berdasarkan 

sumber daya yang dikeluarkan dan output serta dampak layanan yang dirasakan oleh 

masyarakat. Sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 

Denpasar Tahun 2025 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari 

hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2025 didasarkan atas 

perundang- undangan yang berlaku, yaitu : 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Denpasar; 

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah; 

3. Keputusan Kepala Lembaga Adminsitrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP- 

135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



 

 

8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 20 

Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan; 

12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 



 

 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar 

Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12); 

17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; 

18. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan 

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; 

19. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di 

Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; 

20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

 
1.3 Ruang Lingkup 

 
Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2025 mengacu pada 

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang memuat misi Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Kota Denpasar yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, 

sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program. Sementara itu, 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025 dituangkan ke dalam 

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, 

untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan analisis kinerja terhadap kegiatan-kegiatan 

dan sasaran-sasaran yang ditetapkan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2025. 

Evaluasi dan Analisis Kinerja terhadap kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Kota Denpasar tahun 2025 dilakukan terhadap capaian kinerja Sasaran, Program 

dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja 

tersebut akan diketahui keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 

Denpasar dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, sekaligus 

memperoleh gambaran strategi- strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun 

mendatang dalam upaya peningkatan kinerja, guna tercapainya sasaran dan tujuan, yang 

bermuara pada terwujudnya Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 



 

 

Denpasar. 

1.4 Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik Kota Denpasar mendapat beberapa tantangan / masalah yang harus dihadapi 

dalam meningkatkan pelayanan public. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian 

penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah 

untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu 

yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas 

pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi 

dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar 

layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan 

aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan 

lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh 

diabaikan. Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi 

Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis 

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih 

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk 

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun Isu Strategis 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah : 

• Percepatan transformasi digital Pemerintah Daerah; 

• Serangan siber terhadap data dan informasi Pemerintah  Daerah; 

• Privasi data dan informasi; 

• Keterbukaan informasi publik; 

• Penggunaan data statistik dalam penyusunan kebijakan. 
 
 

1.5 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja 

Sesuai yang diamanatkan oleh yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota 

Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar, bahwa tugas 

pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah : 

Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, 

Statistik serta Persandian. Sebagaimana yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat 

(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 



 

 

25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah 

untuk Penyederhanaan Birokrasi, mengatur hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi 

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan, sehubungan dengan itu maka ditetapkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 

45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah; 

 



 

 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah : 

Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, 

Statistik serta Persandian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik kota Denpasar mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta 

Persandian.  

b. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik 

serta Persandian. 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar terdiri atas: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretaris; 

3. Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan 

b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

4. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas: 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

5.  Bidang Statistik; 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

6.  Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; Kelompok Jabatan Fungsional dan 

Pelaksana 

7. Bidang Persandian;  Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah;  Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana



 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian 

kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar selama tahun 2025. 

Capaian Kinerja (performance results) 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana 

Kinerja (performance plan) tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Sistematika penyajian Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar 

Tahun 2025 adalah sebagai berikut: 

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Dasar Hukum, 

Ruang Lingkup, Isu Strategik, Struktur Organisasi dan sistimatika LKjIP Tahun 2025. 

BAB II – Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar untuk periode 2021-2026 dan Rencana 

Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar 

Tahun 2025. 

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja 

Organisasi, Analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target 

yang telah ditetapkan serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan 

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

2.1. PERENCANAAN 
 

Arah pembangunan lima tahun termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021–2026. Sebagai rencana jangka 

menengah, RPJMD Tahun 2021–2026 merupakan bagian dari tahapan keempat yang termuat 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005–

2025. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021–2026 yang 

merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah harus mengacu pada dokumen RPJPD Kota 

Denpasar Tahun 2005–2025 dan turunan dari RPJMD adalah renstra perangkat daerah yang 

harus disusun setelah RPJMD ditetapkan.  

Adapun Visi Wali Kota dan Wakil walikota Kota Denpasar periode 2021-2026 yaitu: "Kota 

Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju"  Dinas Komunikasi Informatika dan 

Statistik Kota Denpasar  menjalankan program berkaitan dengan sasaran mencapai misi Kota 

Denpasar yaitu pada Misi IV “Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan 

inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana”.  Dalam kebijakan 

pembangunan Kota Denpasar tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi dalam 

pengembangan insfratruktur di Kota Denpasar, sasarannya dengan mewujudkan kualitas prima 

SDM, membina daya saing daerah, melaksanakan  penghargaan  pemerintah, dengan 

pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi menuju  keseimbangan  pembangunan  berbasis  

Tri Hita Karana 

 

2.1.1.Rencana Strategis 

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk 

mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang perlu diperhatikan adalah Lingkungan 

Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan Lingkungan Ekternal (Peluang dan Tantangan) suatu 

organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai 

Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. 

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode lima tahun ke depan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 mengenai tata cara penyajian dokumen Renstra. Rencana strategis PD 

yang selanjutnya disingkat Renstra PD. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan dalam 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah. Renstra PD, memuat 



 

 

tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, 

berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif. 

Dengan demikian Renstra PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu 

komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

RPJMD berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya 

diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kota dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. 

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 

(RKT) dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam tahun berjalan, 

pelaksanaan Renja PD ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana 

capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja 

yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan 

kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu 

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Komunikasi Informatika dan 

Statistik Kota Denpasar. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota 

Denpasar Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, 

pelaporan kinerja dan tatacara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, Laporan ini disusun 

berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh 

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar pada tahun 2025. Diharapkan 

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar ini dapat 

digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan 

capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai 

keberhasilan organisasi. Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Denpasar secara sinergis, terarah dan terencana 

untuk mewujudkan masyarakat damai dan sejahtera maka Dinas Komunikasi Informatika dan 

Statistik Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasarannya, yaitu : Tujuan merupakan hasil yang 

ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dan harus selaras dengan misi 

organisasi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan itu sendiri hendaknya didasarkan kepada 

faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi, sasaran dijabarkan kedalam 

bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran yang 

merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun.Untuk lebih jelasnya keterkaitan tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar  Tahun 2025 adalah 



 

 

sebagai berikut : 

   Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar   

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET KINERJA PADA TAHUN 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 OPTIMALNYA 

SISTEM 

PEMERINTAHAN 

BERBASIS 

ELEKTRONIK 

(SPBE) 

 Indeks SPBE      

  
Meningkatn
ya 
kematangan 
kebijakan 
SPBE 

Nilai Indeks 
kebijakan 
SPBE 

3,00 3,20 3,40 3.60 3,80 

  
Meningkatn
ya 
kematangan 
tata Kelola 
SPBE 

Nilai Indeks 
tata Kelola 
SPBE 

3,30 3,45 3.60 3.75 3,90 

  
Meningkatn
ya 
kematangan 
manajemen 
SPBE 

Nilai Indeks 
manajemen 

SPBE 

2,18 2,40 2.60 2.80 3.00 

  
Meningkatn
ya 
kematangan 
layanan 
SPBE 

Nilai Indeks 
layanan 
SPBE 

3,55 3,65 3.75 3.85 3.95 

Sesuai tabel tersebut diatas yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renstra merupakan 

suatu dokumen tertulis yang berfungsi sebagai Blue Print Organisasi dinas, akan terlihat di dalam 

Renstra yang terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program rencana kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga organisasi akan memiliki kemampuan dalam akselarasi 

dan mendorong pembangunan sesuai bidang dan kewenangannya. Secara administratif Renstra 

dapat dijadikan sebagai pedoman seluruh anggota organisasi dalam aktivitas merencanakan, 

melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. 

Dengan kata lain Renstra dapat menjadi parameter kinerja selama 5 (lima) tahun. Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar memiliki kewenangan otonomi dengan 

tugas pokok merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sistem e-government Kota 

Denpasar. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

mencapai visi, melakukan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah 

yang dihadapi.  



 

 

Adapun tujuan yang menjadi dasar pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut: 

”OPTIMALNYA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)”, 

dengan indicator tujuan adalah Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara 

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun ke depan. Adapun sasaran yang menjadi dasar tujuan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE 

2. Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE 

3. Meningkatnya kematangan manajemen SPBE 

4. Meningkatnya kematangan layanan SPBE  

2.1.3.  Indikator dan Target Kinerja 

Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena 

merupakan bagian utama dalam sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan 

maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai visi dan 

misi. Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota 

Denpasar merupakan indikator kinerja pada tingkat outcome yang menggambarkan ukuran 

keberhasilan secara keseluruhan organisasi. Setelah menetapkan indikator kinerja, diwajibkan 

untuk menetapkan target kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja 

yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu. Adapun 

Indikator dan Target Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 

2025 yang merupakan Penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam Tabel 

Rencana Kinerja Tahun Bersangkutan adalah sebagai berikut : 

 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

1 2 3 4 5 6 

1 OPTIMALNYA SISTEM 

PEMERINTAHAN 

BERBASIS 

ELEKTRONIK (SPBE) 

 Indeks SPBE   

  
Meningkatnya kematangan 
kebijakan SPBE 

Nilai Indeks kebijakan 
SPBE 

Nilai 3,80 

  
Meningkatnya kematangan 
tata Kelola SPBE 

Nilai Indeks tata Kelola 
SPBE 

Nilai 3,90 

  
Meningkatnya kematangan 
manajemen SPBE 

Nilai Indeks manajemen 

SPBE 

Nilai 3.00 

  

 

Meningkatnya kematangan 
layanan SPBE 

Nilai Indeks layanan SPBE Nilai 3.95 



 

 

2.1.4. Program 

Rencana program kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar 

mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam 

Negeri 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtarihan Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang 

dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan 

pada bab sebelumnya. Rencana Program tersebut adalah 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 
INFORMASI 

  
2.1.5.Kegiatan/Sub Kegiatan 

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja 

OPD sebagai bagian dari pencapain sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya 

manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi dan atau kombinasi dari beberapa 

atau keseluruhan sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam bentuk barang dan jasa. Sub kegiatan merupakan impelementasi dari NSPK pada 

masing- masing kewenangan. 

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program pembangunan 

pada Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar adalah: 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

 

 



 

 

3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
 

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 

d. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Elektronik 

e. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media 

f. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 

g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 

 
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub 

Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 

2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 

b. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 

d. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan 

Kota Cerdas 

e. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Pemerintah Daerah 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK  

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan 

Diseminasi Data Statistik Sektoral 

b. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral  

 



 

 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

 
2.2. PERJANJIAN KINERJA 

 Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan 

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun 

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja merupakan 

amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

 Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, tranparansi dan 

kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar dalam 

penetapan sasaran kinerja pegawai. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar  

membuat perjanjian kinerja tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis 

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar  tahun 2021 – 2026. PK dimaksud yang 

berisikan sasaran dan indicator kinerja serta satuan target yang dilaksanakan pada tahun yang 

berjalan yaitu tahun 2025 yaitu : 

SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 

Nilai Indeks 

SPBE 

Nilai indeks 

domain SPBE 

Nilai 

Sebagaimana yang telah direview dari Tim Bappeda Kota Denpasar dimana Perjanjian 

Kinerja (PK) Dinas Kominfos Kota Denpasar pada sasaran nya adalah Nilai Indeks SPBE, namun 

dalam pelaksanaannya pada tahun 2025 Perjanjian Kinerja di evaluasi lagi dari tim Menpan RB 

disarankan untuk menyesuaikan sasaran nya agar menyesuaikan dengan sasaran Renstra yang 

berlaku, sehingga Perjanjian Kinerja Dinas Kominfos menyesuaikan lagi dengan sasaran yang ada 

di Renstra yaitu 4 (empat) sasaran strategis. 



 

 

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota 

sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka 

terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan 

Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi 

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja 

yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (OUTCOME) yang 

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang 

diperjanjikan juga mencakup OUTCOME yang dihasilkan dari kegiatan tahun- tahun sebelumnya, 

sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Adapun Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain : 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan Perangkat Daerah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur 

2. Menciptakan tolokukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan 

sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 

4. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas 

perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan Perangkat Daerah. 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 
 

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar  tahun 2025 adalah 

sebagai berikut :  

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini : 

 
Nama :  Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si 

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama :   I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE 

Jabatan : Walikota Denpasar 

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 



 

 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan 

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 

tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka 

pemberian penghargaan dan sanksi, 

 
Pihak Kedua,  

WALIKOTA DENPASAR 
 

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE 

Denpasar, 3 Januari 2025 

    Pihak Pertama, 
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Kota Denpasar 
 
 

 
Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si 

    Pembina Tk. I 
Nip. 197801281996121003 



 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR 

 
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

1 Meningkatnya 
kematangan kebijakan 
SPBE 

Nilai Indeks kebijakan 
SPBE 

3,80 

2 Meningkatnya kematangan tata 
Kelola SPBE 

Nilai Indeks tata Kelola 
SPBE 

3,90 

3 Meningkatnya 
kematangan manajemen 
SPBE 

Nilai Indeks manajemen 
SPBE 

3.00 

4 Meningkatnya 
kematangan layanan 
SPBE 

Nilai Indeks layanan SPBE 3.95 

 
NO PROGRAM ANGGARAN 

(RP) 

KETERANGA
N 

1 2 3 4 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten / Kota 

13.806.940.352  

      
2 Program Informasi dan Komunikasi Publik 979.747.000  

      
3 Program Aplikasi Informatika 4.087.111.000  

      
4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 115.975.000  

      
5 Program Penyelenggaraan Persandian 

Untuk 
Pengamanan Informasi 

130.400.000  

  19.120.173.352  

 

  

 

 

 

 

 

 

Denpasar, 3 Januari 2025 
Pihak Pertama, 

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan 
Statistik Kota Denpasar 

 
 

Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si 
Pembina Tk. I 

Nip. 197801281996121003 
 

Pihak Kedua, 

WALIKOTA DENPASAR 

 

I Gusti Ngurah Jaya Negara 

























































































































 

 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
3.1 TARGET DAN ANALISIS TARGET RENSTRA 2021-2026 

 
Sebagai acuan pengukuran akuntabilitas kinerja dari tahun ke tahun, 

digunakan target yang dicantumkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2021-2026 

sebagaimana pada tabel berikut  

Tabel 1 
Target Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar 2021-

2026 
 

 
 
No 

 
 

Indikator 
Kinerja    Utama 

 
 

Satuan 

 
Kondis
i Awal 
Tahun 
2020 

 
Target 

Kondisi 
Akhir 
Tahun 
2026 

2021 2022 2023 2024 2025 2026  

1 Meningkatnya 
kematangan 
kebijakan 
SPBE 

Nilai 
Indeks 
kebijaka
n SPBE 

- 3,00 3,20 3,40 3.60 3,80 4.00 4.00 

2 Meningkatnya 
kematangan 
tata Kelola 
SPBE 

Nilai 
Indeks 
tata 
Kelola 
SPBE 

- 3,30 3,45 3.60 3.75 3,90 4.05 4.05 

3 Meningkatnya 
kematangan 
manajemen 
SPBE 

Nilai 
Indeks 
manaje
men 
SPBE 

- 2,18 2,40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.20 

4 Meningkatn
ya 
kematangan 
layanan 
SPBE 

Nilai 
Indeks 
layanan 
SPBE 

- 3,55 3,65 3.75 3.85 3.95 4.05 4.05 

 
Dalam menentukan target Renstra digunakan formulasi pencapaian nilai pembobotan 

masing- masing indicator yaitu : 

1. Nilai pembobotan domain 1 : Kebijakan Internal SPBE 

2. Nilai pembobotan domain 2 : Tata Kelola SPBE 

3. Nilai pembobotan domain 3 : Manajemen SPBE 



 

4. Nilai pembobotan domain 4 : Layanan SPBE 

 

Jika target pada Renstra ditafsirkan sebagai target nilai indeks maksimal pada akhir 

tahun Renstra,  maka kita dapat melihat peningkatan Target Renstra per tahun. Dari 

Tabel diatas dapat dilihat : 

● Indikator Kinerja pada Renstra ada 4 (empat) Indikator yang yang memiliki 

kenaikan target yang harus dipenuhi antara lain: 

1. Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE (Formulasi Nilai pembobotan 

domain 1 : Kebijakan Internal SPBE) 

2. Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE ( formulasi Nilai pembobotan 

domain 2  : Tata Kelola SPBE) 

3. Meningkatnya kematangan manajemen SPBE (Formulasi Nilai pembobotan 

domain 3 : Manajemen SPBE) 

4. Meningkatnya kematangan layanan SPBE (Formulasi Nilai pembobotan domain 

4 : Layanan SPBE) 

 
3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

 Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran Kinerja 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

 Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya 

akuntabilitas Kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi 

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah 

yang bersangkutan. sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan 

menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama 

untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan 

Indikator Kinerja yang paling utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama 

diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi 

dapat mencapai kinerjanya. 

 Indikator Kinerja Utama senantiasa direview seiring dengan dinamika yang 



 

berkembang di masyarakat sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal. 

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 

Denpasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 2. 
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK 
KOTA DENPASAR PERIODE 2021- 2026 

 
 

No 

 
 

Indikator 

Kinerja Utama 

 
 

Satuan 

Kond

isi 

Awal 

Thn 

2020 

 
 

Target 

Kondisi 

Akhir 

Tahun 

2026 

 
 

Formulasi 

2021 2022 2023 2024 2025 2026   

1 Meningkatny
a 
kematangan 
kebijakan 
SPBE 

Nilai 
Indeks 
kebijaka
n SPBE 

 3,00 3,20 3,40 3.60 3,80 4.00 4.00 Nilai 
pembobotan 
domain 1 : 
Kebijakan 
Internal 
SPBE 

2 Meningkatny
a 
kematangan 
tata Kelola 
SPBE 

Nilai 
Indeks 
tata 
Kelola 
SPBE 

 3,30 3,45 3.60 3.75 3,90 4.05 4.05 Nilai 
pembobotan 
domain 2 : 
Tata Kelola SPBE 

 
3 Meningkatny

a 
kematangan 
manajemen 
SPBE 

Nilai 
Indeks 
manajem
en SPBE 

 2,18 2,40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.20 Nilai 
pembobotan 
domain 3 : 
Manajemen 
SPBE 

4 Meningkatny
a 
kematangan 
layanan 
SPBE 

Nilai 
Indeks 
layanan 
SPBE 

 3,55 3,65 3.75 3.85 3.95 4.05 4.05 Nilai 
pembobotan 
domain 4 : 
Layanan 
SPBE 

 

Tabel 3. 
PENJABARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA 
DENPASAR  TAHUN 2025 

 
 



 

 
 

 

 

 

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar telah melaksanakan 

penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistik Kota Denpasar  tahun 2025 yang telah disepakati. 

Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan 

mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan 

memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan 

sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja 

(penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu : 

 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar dilakukan dengan 

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja 

sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistik Kota Denpasar  beserta target dan capaian realisasinya 

dirinci sebagai berikut: 

Capaian Kinerja Tujuan Diskominfo / Capaian Kinerja Daerah Tahun 2025 

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
UTAMA (SATUAN) 

TARGET 
s/d 

2025 

REALISASI 
s/d 2025 

1 Meningkatnya 
kematangan kebijakan 
SPBE 

Nilai Indeks kebijakan 
SPBE 

3,80 4.30 

2 Meningkatnya 
kematangan tata Kelola 
SPBE 

Nilai Indeks tata Kelola 
SPBE 

3,90 4.40 

3 Meningkatnya 
kematangan manajemen 
SPBE 

Nilai Indeks Manajemen 
SPBE 

3.00 3.45 

4 Meningkatnya 
kematangan layanan 
SPBE 

Nilai Indeks layanan 
SPBE 

3.95 4.51 



 

NO TUJUAN INDIKATOR 
KINERJA 

2025 % 
CAPAIAN 

Kriteria/Kode 

TARGET REALISASI 

1 Optimalnya Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik 

Indeks SPBE 4.00 4.28 107% Sangat Tinggi 

 
NO. SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 
(SATUAN) 

TARGET 

2025 

REALISASI 

2025 

% 
CAPAIAN 

KRITERIA/K
ODE 

1 Meningkatnya 
kematangan 
kebijakan 
SPBE 

Nilai 
Indeks 
kebijakan 
SPBE 

3,80 4.30 113.16% Sangat 
Tinggi 

2 Meningkatnya 
kematangan tata 
Kelola 
SPBE 

Nilai Indeks 
tata Kelola 
SPBE 

3,90 4.40 
112.82% Sangat 

Tinggi 

3 Meningkatnya 
kematangan 
manajemen 
SPBE 

Nilai Indeks 
Manajemen 
SPBE 

3.00 3.45 115% Sangat 
Tinggi 

4 Meningkatnya 
kematangan 
layanan 
SPBE 

Nilai 
Indeks 
layanan 
SPBE 

3.95 4.51 114.17% Sangat 
Tinggi 

 
Dari tabel di atas dijabarkan sebagai berikut : 

1. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar mengampu 4 

(empat) sasaran dengan masing-masing 1 (satu) indikator kinerja; 

2. Dari keempat sasaran tersebut smuanya telah memenuhi target  

3. Faktor keberhasilan keempat indikator kinerja salah satunya adalah 

komitmen serta dukungan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya 

dalam meningkatkan serta mengoptimalkan pelaksanaan SPBE. 

4. Berdasarkan hal tersebut terkait Skala Nilai Peringkat Kinerja, capaian 

keempat sasaran tersebut masuk kategori “Sangat Tinggi”, karena capaian 

kinerja melebihi 100%. 

 

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA  
 

Pada Bagian ini akan dijelaskan perhitungan capaian kinerja, formulasi. 

Penghitungan capaian Kinerja, berikut dengan analisis kinerja dari setiap indikator 

sasaran. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran akan data serta 

menunjukkan validitas data kinerja dalam pencapaian capaian kinerja. 

 



 

1. Sasaran 1   : Meningkatnya Kematangan Kebijakan SPBE,  
dengan indikator  : Nilai Indeks  kebijakan SPBE 

a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator (satuan) 

Sasaran Strategis yang telah ditentukan adalah Meningkatnya kematangan 

kebijakan SPBE dengan Indikator Kinerja (satuan) adalah Nilai Indeks 

kebijakan SPBE, dalam penerapannya dilakukan melalui aspek kebijakan 

internal terkait tata kelola SPBE dimana indikatornya terdiri dari : 

1. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Inst
ansi Pusat/Pemerintah Daerah 

2. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah 

3. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data 
4. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi 

SPBE 
5. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data 
6. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 
7. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem 

Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 
8. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan 

Informasi 
9. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK 
10. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah



 

 

b. Instrumen / cara perhitungan indikator 

Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung kelancaran proses informasi dan 

komunikasi di Kota Denpasar. Sasaran untuk tahun 2021-2026 adalah Menerapkan 

kebijakan internal terkait tata kelola SPBE. Formulasi perhitungan capaian indikator 

yang digunakan adalah dengan melakukan penilaian mandiri ”Nilai pembobotan 

domain 1 : Kebijakan Internal SPBE” masing-masing indicator yaitu dengan hasil 

capaian indicator sebagai berikut: 

Tabel 4. 
Kebijakan Internal SPBE 

 
 
 

c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja 

Sampai dengan masa berakhirnya kinerja tahun 2025, aspek kebijakan 

internal terkait tata kelola SPBE telah sesuai dengan target yang di rencanakan dalam 

kegiatan yang telah dilaksanakan dengan masing-masing indikator yaitu: 

1. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah. 

IPPD sudah memiliki arah kebijakan internal Arsitektur SPBE yang mengatur 

integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar IPPD. 

Secara periodik sudah dilakukan reviu dan evaluasi : 

 N
o. 

Indikator Penilai
an 

Mandir
i 2025 

Nilai 
Tingkat 

Kematang
an Tahun 

2025 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMAIN 
KEBIJAKAN 

 1. ASPEK KEBIJAKAN INTERNAL 
TERKAIT TATA KELOLA SPBE 

  

1 
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE 
Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah 

5 5 

2 
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana 
SPBE 
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

5 5 

3 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data 5 5 

4 
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan 
Aplikasi 
SPBE 

5 5 

5 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat 
Data 

5 5 

6 
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan 
Intra 
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

5 3 

7 
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal 
Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah 

5 3 

8 
Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen 
Keamanan 
Informasi 

4 4 

9 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK 4 3 

1
0 

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi 
SPBE 
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

5 3 



 

 

    

● Konteks pengaturan sudah memiliki uraian referensi Arsitektur SPBE dan enam 

domain Arsitektur SPBE, serta pengaturan integrasi penerapan SPBE antar IPPD. 

● Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terhadap kebijakan 

internal Arsitektur SPBE (yang berisi isu atau permasalahan, rekomendasi/tindak 

lanjut) 

 

 

2. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 

3. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data 

  

 

4. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE 

 
5. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data 

 
 

 
 

    

  

   



 

 

6. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi   
7. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

 

    Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi 

 

8. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK 

    

    



 

 

 

9. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE 

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

 
 

2. Sasaran 2   : Meningkatnya Kematangan Tata Kelola SPBE,  
dengan indikator  : Nilai Indeks Tata Kelola SPBE 

a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator (satuan) 

Sasaran Strategis yang telah ditentukan adalah Meningkatnya kematangan Tata Kelola 

SPBE dengan Indikator Kinerja (satuan) adalah Nilai Indeks Tata Kelola SPBE, dalam 

penerapannya dilakukan melalui aspek Perencanaan Strategis, aspek Teknologi 

Informasi dan Komunikasi dan aspek Penyelenggaraan SPBE dimana indikatornya 

terdiri dari : 

1. ASPEK PERENCANAAN STRATEGIS SPBE 

a. Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

b. Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

c. Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE 

d. Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE 

2. ASPEK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

    

   



 

 

a. Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE 

b. Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data 

c. Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

d. Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah 

3. ASPEK PENYELENGGARAAN SPBE 

a. Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

b. Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE 

 

b. Instrumen / cara perhitungan indikator 

Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung kelancaran proses informasi dan 

komunikasi di Kota Denpasar. Sasaran untuk tahun 2021-2026 adalah Menerapkan 

Penyelenggaraan tata kelola SPBE. Formulasi perhitungan capaian indikator yang 

digunakan adalah dengan melakukan penilaian mandiri ”Nilai pembobotan domain 

2 : Tata Kelola SPBE” masing-masing indicator yaitu dengan hasil capaian indicator 

sebagai berikut: 



 

 

 

c.  Kerja nyata v.s Rencana Kerja 

Sampai dengan masa berakhirnya kinerja tahun 2025, aspek Perencanaan 

Strategis, aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dan aspek Penyelenggaraan 

SPBE telah sesuai dengan target yang di rencanakan dalam kegiatan yang telah 

dilaksanakan dengan masing-masing indikator yaitu: 

1. ASPEK PERENCANAAN STRATEGIS SPBE 

a. Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Intansi Pusat/Pemerintah Daerah 

  
N
o
. 

 
Indikato

r 

Penilai
an 
Mand
iri 

2025 

Nilai Tingkat 
Kematangan 
2025 

 
 
 
 
 
 

 
DOMAI

N 
TATA 

KELOL
A 

 1. ASPEK PERENCANAAN STRATEGIS 
SPBE 

  

1 Tingkat Kematangan Arsitektur 
SPBE Instansi Pusat/Pemerintah 
Daerah 

4 3 

2 Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE 
Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah 

4 4 

3 Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran 
SPBE 

5 1 

4 Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE 5 4 
 2. ASPEK TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI 
  

1 Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi 
SPBE 

4 5 

2 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data 5 5 

3 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan 
Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

5 5 

4 Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem 
Penghubung Layanan Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah 

4 3 

 3. ASPEK PENYELENGGARAAN SPBE   
 1 Tingkat Kematangan Tim Koordinasi 

SPBE Instansi Pusat/Pemerintah 
Daerah 

5 4 

2 Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan 
SPBE 

4 5 

    



 

 

 

b. Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 

 
c. Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE 

 

d. Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

 

 

2. ASPEK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

a. Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE 
 

 
b. Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data 

 

c. Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah 

Daerah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  



 

 

 
 
 

d. Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah 

 

3. ASPEK PENYELENGGARAAN SPBE 
a. Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi 

Pusat/Pemerintah Daerah 
 

b. Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE 
 

 
3. Sasaran 3  : Meningkatnya Kematangan Manajemen SPBE,  

dengan indikator: Nilai Indeks Manajemen SPBE 
 

a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator (satuan) 

Sasaran Strategis yang telah ditentukan adalah Meningkatnya kematangan Manajemen 

SPBE dengan Indikator Kinerja (satuan) adalah Nilai Indeks Manajemen SPBE, dalam 

penerapannya dilakukan melalui aspek penerapan manajemen SPBE dan aspek audit 

TIK dimana indikatornya terdiri dari : 

1. ASPEK PENERAPAN MANAJEMEN SPBE 
a. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE 

b. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi 

  

 
 

 

 



 

 

c. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data 

d. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK 

e. Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia 

f. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan 

g. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan 

h. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE 

2. ASPEK AUDIT TIK 

a. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE 

b. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE 

c. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE 

 

b. Instrumen / cara perhitungan indikator 

Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung kelancaran proses informasi dan 

komunikasi di Kota Denpasar. Sasaran untuk tahun 2021-2026 adalah Menerapkan 

manajemen SPBE. Formulasi perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah 

dengan melakukan penilaian mandiri ”Nilai pembobotan domain 3 : Manajemen 

SPBE” masing-masing indicator yaitu dengan hasil capaian indicator sebagai berikut: 

 
Tabel 5 

Manajemen SPBE 
 

 



 

 

 

 
c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja 

Sampai dengan masa berakhirnya kinerja tahun 2025, aspek penerapan 

manajemen SPBE dan aspek audit TIK telah sesuai dengan target yang di rencanakan 

dalam kegiatan yang telah dilaksanakan dengan masing-masing indikator yaitu: 

1. ASPEK PENERAPAN MANAJEMEN SPBE 

a. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE 

  
N
o
. 

 
Indikat

or 

Penilai
an 

Mandi
ri 

2025 

Nilai 
Tingkat 
Kematan
gan 2025 

  1. ASPEK PENERAPAN MANAJEMEN 
SPBE 

  

 
1 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen 

Risiko 
4 5 

 SPBE 
 

2 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen 
Keamanan 

4 2 

 Informasi 
 3 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen 

Data 
3 4 

 4 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen 
Aset TIK 

4 5 

DOMAIN 
MANAJEME
N 

5 
Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi 
Sumber 
Daya Manusia 

4 4 

6 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen 
Pengetahuan 

3 2 

 
7 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen 

Perubahan 
3 3 

 
8 

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen 
Layanan 

3 3 

   SPBE 
  2. ASPEK AUDIT TIK   

 
1 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit 

Infrastruktur SPBE 
4 3 

 2 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi 
SPBE 

4 3 

3 
Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit 
Keamanan 
SPBE 

5 2 



 

 

 

 

b. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi 

 
c. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK 

 

 

2. ASPEK AUDIT TIK 
a. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE 

    

  

   



 

 

 

 
 

4. Sasaran 4 : Meningkatnya Kematangan Layanan SPBE,  
dengan indikator :  Nilai Indeks layanan SPBE 
 

a. Penjelasan umum sasaran dan Indikator (satuan) 

Sasaran Strategis yang telah ditentukan adalah Meningkatnya kematangan Layanan 

SPBE dengan Indikator Kinerja (satuan) adalah Nilai Indeks Layanan SPBE, dalam 

penerapannya dilakukan melalui aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis 

Elektronik dan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik dimana indikatornya terdiri 

dari : 

1. ASPEK LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 
BERBASIS ELEKTRONIK 
a. Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan 

b. Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran 

c. Tingkat Kematangan Layanan Keuangan 

d. Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 

e. Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian 

f. Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis 

g. Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah 

h. Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah 

i. Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 

j. Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai 

 

2. ASPEK LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK 

a. Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik 

b. Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka 

c. Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum (JDIH) 

d. Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1 

e. Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 

  



 

 

f. Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3 

 

b. Instrumen / cara perhitungan indikator 

Tujuan indikator ini adalah untuk mendukung kelancaran proses informasi dan 

komunikasi di Kota Denpasar. Sasaran untuk tahun 2021-2026 adalah Menerapkan 

Layann SPBE. Formulasi perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah 

dengan melakukan penilaian mandiri ”Nilai pembobotan domain 4 : Layanan 

SPBE” masing-masing indicator yaitu dengan hasil capaian indicator sebagai berikut: 

 
Tabel 6 

Layanan SPBE 
 

 
 

c. Kerja nyata v.s Rencana Kerja 

Sampai dengan masa berakhirnya kinerja tahun 2025, aspek aspek Layanan 

Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan aspek Layanan Publik Berbasis 

  
N
o. 

 
Indikat

or 

Penilai
an 

Mandir
i 

2025 

Nilai 
Tingkat 

Kematang
an 2025 

  1. ASPEK LAYANAN ADMINISTRASI   
 PEMERINTAHAN 
 BERBASIS ELEKTRONIK 
 1 Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan 5 4 
 2 Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran 3 4 
 3 Tingkat Kematangan Layanan Keuangan 3 4 
 4 Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang 

dan Jasa 
5 4 

 5 Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian 5 4 
 6 Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis 4 4 
 

7 
Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang 
Milik 3 3 

 Negara / Daerah 

DOMAIN 
LAYANAN 

8 Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan 
Internal Pemerintah 

3 4 

9 
Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja 

3 4 
 Organisasi 
 1

0 
Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai 5 4 

  2. ASPEK LAYANAN PUBLIK BERBASIS   

 ELEKTRONIK   

 1 Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan 
Publik 

5 4 

 2 Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka 3 4 
 3 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 
3 5 

 4 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1 5 5 
 5 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 5 5 
 6 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3 5 5 



 

 

Elektronik telah sesuai dengan target yang di rencanakan dalam kegiatan yang telah 

dilaksanakan dengan masing-masing indikator yaitu: 

1. ASPEK LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

BERBASIS ELEKTRONIK 

a. Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan 

 

2. ASPEK LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK 

a. Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik 
 

 

Dari uraian tersebut diatas, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis secara rinci dapat 

dilakukan analisis capaian kinerja yaitu sebagai berikut : 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 

  Hasil capaian perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini 

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 

   2024 2025 

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI % 
CAPAIAN 

TARGET REALISASI % 
CAPAIAN 

 Tujuan : Optimalnya 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

Indeks SPBE    4.00 4.28 107% 

 SASARAN        

1 Meningkatnya 
kematangan 
kebijakan SPBE 

Nilai Indeks 
kebijakan 
SPBE 

3.60 4,10 113.89% 3,80 4.30 113.16% 

  

  



 

 

2 Meningkatnya 
kematangan tata 
Kelola SPBE 

Nilai Indeks 
tata Kelola 
SPBE 

3.75 3,90 104% 3,90 4.40 112.82% 

3 Meningkatnya 
kematangan 
manajemen SPBE 

Nilai Indeks 
manajemen 

SPBE 

2.80 3,27 116.78% 3.00 3.45 115% 

4 Meningkatnya 
kematangan 
layanan SPBE 

Nilai Indeks 
layanan 
SPBE 

3.85 4,20 109% 3.95 4.51 114.17% 

 

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 1 “Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE 

dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan indikator sasaran Nilai Indeks kebijakan 

SPBE adalah 4.30, sasaran strategis 2 Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE dengan indikator 

sasaran Nilai Indeks tata Kelola SPBE adalah 4.40, sasaran strategis 3 Meningkatnya kematangan 

manajemen SPBE dengan indikator sasaran Nilai Indeks manajemen SPBE adalah 3,45, sasaran 

strategis 4 Meningkatnya kematangan layanan SPBE dengan indikator sasaran Nilai Indeks layanan 

SPBE adalah 4,51, pelaksanaan evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen 

yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan 

Permenpan RB Nomor 59 tahun 2020. Berdasarkan hasil pemantauan Menpan RB tersebut nilai 

indeks Pemerintah Kota Denpasar dengan domain kebijakan SPBE adalah 4,30, domain tata kelola 

SPBE adalah 4.40, domain manajemen SPBE adalah 3,45 domain layanan SPBE  adalah 4,51, 

dengan demikian capaian target indikator sasaran tersebut sebesar 4.28 (107%)  dengan kategori 

Sangat Tinggi. Hasil pencapaian indeks domain tersebut merupakan salah satu kontribusi dalam 

pencapaian nilai Indeks SPBE Pemerintah Kota Denpasar yang menjadi indikator tujuan Dinas 

Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar,serta masuk dalam Indikator Kinerja Daerah 

(IKD) Walikota Denpasar. Nilai Indeks SPBE hasil pemantauan Menpan RB yaitu 4.28 dan masuk 

dalam kategori Sangat Tinggi. Bila dibandingkan dengan target pada RPJMD 2021-2026, target 

indeks SPBE sebesar 4.00 (tahun 2025) sehingga untuk capaian tujuan Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistik Kota Denpasar dan salah satu sasaran dari RPJMD Kota Denpasar telah 

memenuhi target. 

Pencapaian Indikator Tujuan Diskominfo / Indikator Sasaran RPJMD Kota Denpasar 
No Indikator Tujuan Diskominfos / 

Indikator Sasaran RPJMD 

Target Realisasi % Capaian 

1 Indeks SPBE 4.00 4.28 107% 

 

Dari table tersebut dapat diuraikan kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan SPBE di Kota 

Denpasar dengan indicator Indeks SPBE yaitu :  

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 



 

 

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah 

dipenuhi oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur 

SPBE ,Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan 

Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan 

Internal Layanan Jaringan Intra , Kebijakan Internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan, 

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi 

Informasi dan Komunikasi, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE (Indikator 1-10) 

 Kekuatan 

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Arsitektur 

SPBE , Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan 

Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan 

Internal Manajemen Keamanan Informasi (Indikator 1,2,3,4,5,8) menjadi kekuatan dalam 

penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Denpasar. Kebijakan Internal Arsitektur SPBE dan 

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, dibuktikan dengan adanya  KEPUTUSAN WALIKOTA 

DENPASAR NOMOR 188.45/ 89 /HK/2022 TENTANG ARSITEKTUR DAN 

ETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTPRONIK sebagai dasar 

hokum pengaturan penerapan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE dan Kebijakan Internal Peta 

Rencana SPBE. Kebijakan Internal Manajemen Data dan Kebijakan Internal Pembangunan 

Aplikasi SPBE serta Kebijakan Internal Layanan Pusat Data dan Kebijakan Internal Manajemen 

Keamanan Informasi pada Pemerintah Kota Denpasar, diatur dalam PERATURAN WALIKOTA 

DENPASAR NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM 

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK. 

 Kelemahan 

Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki kelemahan pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola 

SPBE 

B. Perencanaan Strategis SPBE 

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh 

Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Arsitektur SPBE , Peta Rencana SPBE, dan 

Inovasi Proses Bisnis SPBE (Indikator 11,12,14) 

 Kekuatan 

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat adanya Peta Rencana SPBE, dan 

Inovasi Proses Bisnis SPBE (Indikator 12-14) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada 

Pemerintah Kota Denpasar. Peta Rencana SPBE dibuktikan dengan adanya dokumen Peta 

Rencana SPBE. Serta Inovasi Proses Bisnis SPBE dibuktikan dengan adanya dokumen proses 

bisnis yang sudah dimutakhirkan. 

 Kelemahan 



 

 

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Denpasar masih belum memiliki dokumen keterpaduan 

rencana dan anggaran, dimana tidak ditemukan adanya dokumen keterpaduan rencana dan 

anggaran atau bukti dukung yang disampaikan. 

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah 

dipenuhi oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, 

Layanan Pusat Data, layanan jaringan intra , penggunaan sistem penghubung layanan (Indikator 

15,16,17,18) 

 Kekuatan 

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat adanya Pembangunan Aplikasi 

SPBE, Layanan Pusat Data, layanan jaringan intra (Indikator 15,16,17) menjadi kekuatan dalam 

penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Denpasar. Pembangunan Aplikasi SPBE dibuktikan 

dengan 

adanyaLaporan_Monitoring_Evaluasi_Aplikasi,Alur_SOP_Sistem_WBS,Dokumen_Panduan_U

se_WBS_Dokumen_Perancangan_Sistem_BS_Inspektorat,Laporan_penandatanganan_BA_pen

ghapusan_subdomain_dan_hosting, Standarisasi_Aplikasii dan lain-lain. Layanan Pusat Data 

pada Pemerintah Kota Denpasar, dimana tercantum dalam dokumen pusat data berupa SOP 

Layanan Data Center, Dokumen Kredensial serta Tindak Lanjut Maintenence Pusat Data. Layanan 

Jaringan Intra pada Pemerintah Kota Denpasar, dimana tercantum dalam dokumen jaringan intra 

sesuai data dukung : Laporan Monev Jaringan, Topologi jaringan, Laporan Link VPN dan lain-

lain. 

 Kelemahan 

Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki kelemahan pada aspek Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

E. Penerapan Manajemen SPBE 

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi 

oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Resiko SPBE, 

Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen 

Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, 

Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE (Indikator 21-28) 

 Kekuatan 

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini dapat terlihat adanya Penerapan Manajemen Resiko 

SPBE, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi 

Sumber Daya Manusia, (Indikator 21,23,24, 25) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada 

Pemerintah Kota Denpasar. Penerapan Manajemen Resiko SPBE dibuktikan dengan adanya 

dokumen Petunjuk Penyelengaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Perwali Nomer 2 



 

 

Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Resiko, Dokumen Manajemen Resiko SPBE, 

Penetapan Resiko Strategis, Identifikasi Resiko Strategis, Hasil Analisis Resiko, dan Matriks 

Analisis Resiko. Penerapan Manajemen Data dibuktikan dengan adanya Perwali Kota Denpasar 

No 73 Th 2019 Tentang Satu Data Daerah, Laporan Forum Data, LAPORAN PELAKSANAAN 

PERWALI, Surat undangan Forum Satu Data dan lain-lain. Penerapan Manajemen Aset TIK 

dibuktikan dengan adanya Pakta Integritas Aset TIK SOP Penghapusan Aset dan SOP 

Pengelolaan Aset. Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia dibuktikan dengan adanya 

Analisis_Kebutuhan_Diklat,Uraian_Jabatan_Dinas_Kominfo,Telahaan_Staf_Peningkatan_Kom

petensi_SDM., Disposisi Peningkatan Kompetensi SDM, Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi 

SDM, Laporan Pelaksanaan GCIO, Laporan Bimtek Sistem Kapasistas SDM Cloud, Renaksi 

Pengembangan SDM Tahun dan lain-lain. 

 Kelemahan 

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Denpasar masih memiliki kelemahan pada indicator 

Penerapan Manajemen Pengetahuan karena belum memiliki pedoman manajemen pengetahuan. 

F. Pelaksanaan Audit TIK 

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh 

Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, 

Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE (Indikator 29, 30, 31) 

 Kekuatan 

Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK ini Pemerintah Kota Denpasar belum memiliki kekuatan 

sehingga semua indikator yang meliputi Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan 

Audit Aplikasi SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE harus ditingkatkan. 

 Kelemahan 

Pemerintah Kota Denpasar tidak memiliki kelemahan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK. 

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis 

Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Layanan 

Perencanaan, Layanan Penganggaran Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, 

Layanan Kepegawaian Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layana Akuntabilitas Kinerja 

Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai (Indikator 32-41) 

 Kekuatan 

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya 

Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang 

dan Jasa, Layanan Kepegawaian Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengawasan Internal 

Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai menjadi 



 

 

kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Denpasar. Layanan Perencanaan, 

Layanan Penganggaran Layanan Keuangan sudah menggunakan SIPD. Layanan LPSE sudah 

ditingkatkan sampai pada pembuatan kebijakan terhadap hasil review. Layanan 

kepegawaian sudah terintegrasi dengan SIASN. Layanan kearsipan dinamis sudah menggunakan 

SRIKANDI, layanan pengawasan internasl sudah menggunakan aplikasi WBS 

yang terintegrasi dengan aplikasi SIMAKDIHATI. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 

sudah menggunakan aplikasi e-SAKIP yang terintegrasi secara nasional. Layanan Kinerja 

Pegawai sudah terintegrasi dengan aplikasi WBS. 

 Kelemahan 

Pemerintah Kota Denpasar pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 

tidak memiliki kelemahan. 

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik 

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah 

dipenuhi oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan 

Publik, Layanan Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan 

Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3. (Indikator 42-47) 

 Kekuatan 

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan 

Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), 

Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3. (Indikator 42-47) 

menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Denpasar. Layanan Pengaduan 

Pelayanan Publik menggunakan SPAN LAPOR, Layanan Data Terbuka 

menggunakan https://dota.denpasarkota.go.id sudah terintegrasi dengan layanan lain, Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sudah terintegrasi dengan JDHIN dengan ada 

perbaikan fitur terhadap hasil reviu, Sedangkan Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 

2, Layanan Publik Sektor 3 sudah menggunakan RB Tematik sehingga sudah maksimal. 

 Kelemahan 

Pemerintah Kota Denpasar pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik tidak memiliki 

kelemahan. 

REKOMENDASI 

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE 

akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kota Denpasar. Adapun dari hasil 

evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kota Denpasar, sudah dapat 

menggambarkan predikat sangat baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa 

keunggulan dan kelemahan. Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Kebijakan Internal 

Layanan Jaringan Intra dapat ditingkatkan tingkat kematangannya dengan mengatur interkoneksi 



 

 

Layanan Jaringan Intra pemkot Denpasar dengan Jaringan Intra Pemerintah lainnya. Kebijakan 

Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan dengan mengantur keterhubungan Sistem 

Penghubung Layanan pemkot Denpasar dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah lainnya. 

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi perlu dijalankan tindak lanjutnya terhadap 

hasil reviu yang sudah dilakukan. Sedangkan Kebijakan Internal Audit TIK perlu diperbarui reviu 

dan evaluasiya. Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE perlu dilakukan reviu dan evaluasinya. 

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Arsitektur SPBE perlu diperbarui reviu dan evaluasinya, 

Peta Rencana SPBE perlu dijalankan tindak lanjut dari hasil reviu yang sudah 

dilakukan.Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE perlu dilakukan dengan mengkonsultasikan 

anggaran SPBE kepada unit TIK. Pemkot Denpasar perlu melakukan perbaikan Inovasi Proses 

Bisnis yang diterapkan ke dalam sistem elektronik/ sistem aplikasi sebagai tindak lanjut hasil reviu 

dan evaluasi. Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penggunaan SPL perlu adanya 

Proses Reviu dan Evaluasi secara berkala. Pada Aspek Penyelenggara SPBE, perlu dilaksanakan 

tindak lanjut berdasarkan reviu dan evaluasinya. Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE , reviu 

dan evaluasi yang sesuai dengan substansi indikatornya perlu dilakukan pada indikator Penerapan 

Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Perubahan dan Penerapan Manajemen 

Layanan SPBE. Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK, kegiatan Audit perlu dilaksanakan oleh 

auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi. 

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, 

Penganggaran dan Keuangan, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan 

Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja 

Pegawai perlu meningkatkan atau menambah kebijakan terkait layanan atau helpdesk untuk 

menindaklanjuti hasil reviu yang dilakukan. Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah 

perlu diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya. Pada Aspek Layanan Publik Berbasis 

Elektronik, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, perlu ditingkatkan 

dengan layanan helpdesk atau perbaikan kebijakan yang mendukung layanan berdasarkan reviu 

yang dilakukan.  

 



 

 

 

 

 

 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa 

tahun terakhir; 

Realisasi kinerja serta capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 

mengalami kenaikan capaian kinerjanya. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada 

tabel berikut. 

SASARAN 
STRATEGI

S 

INDIKATO
R 

TARGET REALISASI 



 

 

   

  Keterangan :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk tahun 2022 Secara umum terjadi peningkatan nilai indeks semula 3,19 dengan predikat Baik 

menjadi 3,68 dengan predikat Sangat Baik, Adapun capaian domain dan aspek SPBE sebagai berikut:  

• Dari 8 Aspek SPBE, terdapat 2 aspek mengalami penurunan nilai yaitu aspek Perencanaan 

Strategis SPBE dan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan. 

• Perencanaan Strategis meliputi arsitektur, peta rencana, dan rencana anggaran SPBE.Pemerintah 

Kota Denpasar telah menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada tahun 2021 yang 

ditetapkan pada Tanggal 3 Januari 2022 dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 

188.45/89/HK/2022. Namun demikian, secara nasional pedoman Arsitektur dan Peta Rencana 

SPBE baru ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2022, sedangkan batas submit dokumen 

penilaian tanggal 29 Juli 2022 sehingga penyesuain dokumen Arsitektur dan Peta Rencana 

  2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

Meningkatnya 
kematangan 
kebijakan SPBE 

Nilai Indeks 
kebijakan SPBE 

3,00 3,20 3,40 3.60 3,80 3,00 5.00 3.60 4,10 4.30 

Meningkatnya 
kematangan tata 
Kelola SPBE 

Nilai Indeks tata 
Kelola SPBE 

3,30 3,45 3.60 3.75 3,90 3,30 3.40 3.50 3,90 4.40 

Meningkatnya 
kematangan 
manajemen SPBE 

Nilai Indeks 
manajemen 

SPBE 

2,18 2,40 2.60 2.80 3.00 2,18 3.18 3.45 3,27 3.45 

Meningkatnya 
kematangan 
layanan SPBE 

Nilai Indeks 
layanan SPBE 

3,55 3,65 3.75 3.85 3.95 3,55 3.64 4.14 4,20 4.51 



 

 

SPBE mengacu pedoman nasional belum dapat disubmit ke system penilaian. Terkait layanan 

administrasi pemerintahan 

 
 

• Terkait Layanan Administrasi Pemerintahan terkendala pada integrasi sistem / aplikasi yang 

dikeluarkan oleh pusat, seperti sistem keuangan dan layanan pengadaan barang dan jasa, serta 

integrasi layanan sistem kepegawaian 

• Mengingat status Pemerintah Kota Denpasar sebagai Kandidat Pemantauan Tambahan 

Evaluasi SPBE, maka tidak dilaksanakan wawancara / visitasi / harmonisasi sehingga 

kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait bukti dukung dokumen, memperbaiki 

dokumen / revisi bukti dukung tidak dapat dilaksanakan sebagaimana penilaian evaluasi SPBE 

tahun sebelumnya. 

• Saran Tindak : 

a. Melakukan penyesuaian arsitektur dan peta rencana SPBE mengacu pada pedoman nasional 

dengan melibatkan seluruh perangkat daerah agar perencanaan anggaran kegiatan SPBE 

berdasarkan pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 

b. Melibatkan unsur pengelola TIK untuk peningkatan aspek perencanaan strategis SPBE agar 

rencana anggaran SPBE yang diajukan perangkat daerah mengacu pada Peta Rencana 

SPBE 

c. Melaksanakan monev dan menindaklanjuti hasil monev untuk meningkatkan fungsi 

aplikasi yang dikelola perangkat daerah agar dapat terintegrasi dengan layanan lainnya. 

 
 

Untuk tahun 2023 : 
 



 

 

  

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek 
 

 
Nama Indeks Nilai 2023 

SPBE 3,8 

Domain Kebijakan SPBE 3,60 

Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 3,60 

Domain Tata Kelola SPBE 3,50 

Perencanaan Strategis SPBE 3,00 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 4,00 

Penyelenggara SPBE 3,50 

Domain Manajemen SPBE 3,45 

Penerapan Manajemen SPBE 3,50 

Audit TIK 3,33 

Domain Layanan SPBE 4,14 

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 3,80 

Layanan Publik Berbasis Elektronik 4,67 

 

 

  Untuk tahun 2024 : 

 

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KOTA 

DENPASAR 

3,8 

(Sangat Baik) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk tahun 2025 : 



 

 

3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 

Penjelasan perbandingan realisasi kinerja hingga Tahun 2025 dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR 
KINERJA 

CAPAIAN 
2025 

(TARGET 
AKHIR TAHUN  

2026) 

TINGKAT 
KEMAJUAN 



 

 

1 2 3 4 5 6=4/5*100 

1 Optimalnya Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik 

Indeks SPBE 107% 100% 107% 

 Meningkatnya kematangan 
kebijakan SPBE 

Nilai Indeks kebijakan 
SPBE 

113.16% 100% 113.16% 

 Meningkatnya kematangan tata 
Kelola SPBE 

Nilai Indeks tata 
Kelola SPBE 

112.82% 100% 112.82% 

 Meningkatnya kematangan 
manajemen SPBE 

Nilai Indeks 
manajemen 

SPBE 

115% 100% 115% 

 Meningkatnya kematangan 
layanan SPBE 

Nilai Indeks layanan 
SPBE 

114.17% 100% 114.17% 

 

berdasarkan tabel tersebut bahwa ke empat (4) sasaran kinerja diukur atau dengan 

menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator 

menjadi 47 indikator yang berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 tahun 2020. Pada target 

akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi , 

targetnya 100%. sedangkan capaian indikator  hingga tahun 2025 sebesar 107%. Dengan 

demikian nilai pencapaiannya telah memenuhi target akhir jangka menengah. 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Provinsi dan Nasional (jika ada); 

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR 
KINERJA 

REALISASI 
TAHUN 2025 

STANDAR 
PROVINSI 

STANDAR 
NASIONAL 

%CAPAIAN 
DENGAN 
PROVINSI 

%CAPAIAN 
DENGAN 
NASIONAL 

1 2 3 4 5 6 7=4/5*100 8=4/6*100 

1 Optimalnya Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

Indeks SPBE 4.28 4.30 3.12 92% 107% 

 

 

 

 

 

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan 



 

 

 

 

TABEL ANALISIS KEBERHASILAN, KEGAGALAN, DAN SOLUSI 

NO TUJUAN/ 

SASARAN 

INDIKATO
R KINERJA 

TARGET REALISASI % 
CAPAIAN 

ANALISIS 
KEBERHASILAN/ 

KEGAGALAN 

SOLUSI YANG 
DILAKUKAN 

1 Optimalnya 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 
Elektronik 

Indeks 
SPBE 

4.00 4.28 107%   

 Meningkatnya 
kematangan 
kebijakan SPBE 

Nilai Indeks 
kebijakan 
SPBE 

3,80 4.30 
113.16% 

Terpenuhinya 
pelaksanaan 
kebijakan SPBE 

 

Peningkatan 
pelaksanaan 
kebijakan SPBE 

 

 Meningkatnya 
kematangan tata 
Kelola SPBE 

Nilai Indeks 
tata Kelola 
SPBE 

3,90 4.40 112.82% Terpenuhinya 
pelaksanaan tata 
kelola SPBE 

Peningkatan 
pelaksanaan tata 
kelola SPBE 

 Meningkatnya 
kematangan 
manajemen 
SPBE 

Nilai Indeks 
manajemen 

SPBE 

3.00 3.45 115% Terpenuhinya 
pelaksanaan 
manajemen 
SPBE 

 

Peningkatan 
pelaksanaan 
manajemen SPBE 

 Meningkatnya 
kematangan 
layanan SPBE 

Nilai Indeks 
layanan 
SPBE 

3.95 4.51 114.17% Terpenuhinya 
pelaksanaan 
layanan SPBE 

 

Peningkatan 
pelaksanaan 
layanan SPBE 

 

Dari table tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Analisis kesenjangan adalah analisis yang 

dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kondisi target yang akan dicapai 

dengan kondisi saat ini yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dalam penerapan 

layanan SPBE. Identifikasi terhadap adanya kesenjangan ini dapat menjadi feedback untuk 

rekomendasi tindak lanjut dalam rangka perbaikan penerapan layanan SPBE di lingkungan 

Pemerintah Kota Denpasar. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran ini antara 

lain: 

(1) Terpenuhinya pelaksanaan kebijakan SPBE 

(2) Terpenuhinya pelaksanaan tata kelola SPBE 

(3) Terpenuhinya pelaksanaan manajemen SPBE 

(4) Terpenuhinya pelaksanaan layanan SPBE 

(5) Optimalnya Tim Koordinasi SPBE 

 

 

Terkait hal tersebut, maka upaya-upaya agar meningkatkan capaian kinerja sasaran ini yaitu 

antara lain : 



 

 

1. Aspek perencanaan strategis SPBE dapat ditingkatkan dengan menyusun dokumen 

perencanaan SPBE lainnya seperti kebijakan Peta Rencana SPBE Instansi, 

kebijakan manajemen data, kebijakan pembangunan aplikasi SPBE, kebijakan 

layanan Pusat Data, dan kebijakan layanan jaringan intra instansi. 

2. Aspek penyelenggara SPBE dapat ditingkatkan dengan melakukan review fungsi Tim 

Koordinasi SPBE yang telah ada dengan program kerja yang terencana. 

3. Peningkatan pelaksanaan kebijakan SPBE 

4. Peningkatan pelaksanaan tata kelola SPBE 

5. Peningkatan pelaksanaan manajemen SPBE 

6. Peningkatan pelaksanaan layanan SPBE 

 
6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya (anggaran);  

NO TUJUAN/SASARA
N STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA ANGGARAN EFESIENSI 

TARGET REALISASI CAPAIAN % ANGGARAN REALISASI CAPAIAN 
% 

1 Optimalnya Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

Indeks 
SPBE 

4.00 4.28     

 Meningkatnya 
kematangan 
kebijakan SPBE 

3,80 4.30 113.16% 360491000 257101500 71.32 103389500 

 Meningkatnya 
kematangan tata 
Kelola SPBE 

3,90 4.40 112.82% 4706367000 3338309434 70.93 1368057566 

 Meningkatnya 
kematangan 
manajemen SPBE 

3.00 3.45 115% 246375000 135888700 55.15 110486300 

 Meningkatnya 
kematangan 
layanan SPBE 

3.95 4.51 114.17% 13806940352 10898539931 78.93 2908400421 

 

 

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja). 

 

 

 

 

 

Tabel analisis keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan 



 

 

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR 
KINERJA 

CAPAIAN
% 

PROGRAM/KEGIATAN 
DAN SUB KEGIATAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

CAPAIAN 
% 

MENUNJANG/ 
TIDAK 
MENUNJANG 

1 Optimalnya Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik 

Indeks SPBE      

 Meningkatnya 
kematangan kebijakan 
SPBE 

Nilai Indeks 
kebijakan 
SPBE 

113.16% 

Sinkronisasi Pengelolaan 
Rencana Induk dan 
Anggaran Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

 

 71.32 Menunjang 

 Meningkatnya 
kematangan tata Kelola 
SPBE 

Nilai Indeks 
tata Kelola 
SPBE 

112.82% Pengelolaan Konten dan 
Perencanaan Media 
Komunkasi Publik 

 96.82 Menunjang 

   
 

Pengelolaan Media 
Komunikasi Publik 

 69.20 Menunjang 

    Layanan Hubungan Media  75.70 Menunjang 

    Penguatan Kapasitas 
Sumber Daya Komunikasi 
Publik 

 99.71 Menunjang 

    
Penyelenggaraan 
Hubungan Masyarakat, 
Media dan Kemitraan 
Komunitas 

 86.51 Menunjang 

    Penyelenggaraan Sistem 
Jaringan Intra Pemerintah 
Daerah 

 72.59 Menunjang 

   

 

Pengembangan Aplikasi 
dan Proses Bisnis 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik 

 66.26 Menunjang 

   
 

Penyelenggaraan Sistem 
Penhubung Layanan 
Pemerintah 

 52.77 Menunjang 

   

 

Pengembangan dan 
Pengelolaan Sumber Daya 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi Pemerintah 
Daerah 

 

 23.47 Menunjang 

 Meningkatnya 
kematangan 
manajemen SPBE 

Nilai Indeks 
manajemen 

SPBE 

115% Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengumpulan, 
Pengolahan, Analisis, dan 
Diseminasi Data Statistik 
Sektoral 

 

 99.18 Menunjang 

   

 

Membangun Metadata 
Statistik Sektoral 

 

 98.43 Menunjang 



 

 

   

 

Penyediaan Layanan 
Keamanan Informasi 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

 16.37 Menunjang 

 Meningkatnya 
kematangan layanan 
SPBE 

Nilai Indeks 
layanan 
SPBE 

114.17% Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

 71.65 Menunjang 

   
 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

 90.60 Menunjang 

   
 

Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

 82.46 Menunjang 

   
 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

 73.67 Menunjang 

   
 

Penyelenggaran Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

 74.22 Menunjang 

   

 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

 84.96 Menunjang 

   

 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

 

 85.88 Menunjang 

      81.81 Menunjang 

 

Tabel. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan 

1 PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB 
KEGIATAN 

ANGGARAN REALISASI CAPAIAN % 

1 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk 
dan Anggaran Pemerintahan Berbasis 
Elektronik 

 

360.491.000 257.101.500 71.32 

2 Pengelolaan Konten dan Perencanaan 
Media Komunkasi Publik 

150.750.000 145.950.000 96.82 

3 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 366.576.000 253.680.436 69.20 

4 Layanan Hubungan Media 22.350.000 16.920.000 75.70 

5 Penguatan Kapasitas Sumber Daya 
Komunikasi Publik 

398.921.000 397.775.000 99.71 

6 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, 
Media dan Kemitraan Komunitas 

41.150.000 35.600.000 86.51 

7 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra 
Pemerintah Daerah 

2.982.895.000 2.165.183.998 72.59 



 

 

8 Pengembangan Aplikasi dan Proses 
Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 

274.000.000 181.550.000 66.26 

9 Penyelenggaraan Sistem Penghubung 
Layanan Pemerintah 

107.200.000 56.570.000 52.77 

10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber 
Daya Teknologi Informasi dan 
Komunikasi Pemerintah Daerah 

 

362.525.000 85.080.000 23.47 

11 Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan 
Diseminasi Data Statistik Sektoral 

 

51.350.000 50.926.500 99.18 

12 Membangun Metadata Statistik Sektoral 

 

64.625.000 63.612.200 98.43 

13 Penyediaan Layanan Keamanan 
Informasi Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

130.400.000 21.350.000 16.37 

     

14 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.050.343.663 5.767.929.711 71.65 

15 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

4.684.051.784 4.243.761.930 90.60 

16 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 157.107.468 129.556.280 82.46 

17 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

48.128.150 35.458.100 73.67 

18 Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

156.500.000 116.149.960 74.22 

19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

517.791.836 439.914.550 84.96 

20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

193.017.451 165.769.400 85.88 

 

Dari table tersebut diatas dapat di jelaskan bahwa Analisis program/kegiatan yang menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja yang 

menunjang sasaran strategis adalah sebagai berikut : 

Dalam mencapai sasaran strategis didukung oleh 5 (lima) program 8 (delapan) kegiatan dan 20 

(dua puluh) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 18,961,239,451,00 atau 100% dari anggaran 

total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 15,511,954,554.00  atau 81.81% dan 

realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp. 3.449.284.897,00 



 

 

 

 

N
O 

 
PROGRAM/KEGIATA

N/ SUB 
KEGIATAN 

TOLAK 
UKUR 
DAN 

TARGET 
KINERJA 

KERJA 

 
RENCAN

A 1 
TH 

SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2024  
SISA 

ANGGAR
AN 

TARGET REALISASI 

Fisi
k 

Keuangan Fisi
k 

Keuangan 

 

1 

 
 
 
 
 

1 

         

Program Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 

Daerah Kabupten/Kota 

Kegiatan 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

 

   

1 

 
Terbayarnya 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

 
 

8.050.343.663 

 

100
% 

 
 

8.050.343.663 

 

100
% 

 
 

5.767.929.711 

 
Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

 
634.247.8
47 

  

 
2 

 Kegiatan Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

   
 

100
% 

  
 

100
% 

  

   
 
 
2 

 Terpenuhinya 
Kebutuhan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 
Perangkat 
Daerah 

 
4.684.051.78
4 

 
4.684.051.78
4 

 
4.243.761.93
0 

 
220.268.7
58 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 

 

Kantor  

  

  3 Penyediaan 
Peralatan Rumah 
Tangga 

Terpenuhinya 
Kebutuhan 
Peralatan 
Rumah Tangga 
Perangk
at 
Daerah 

 
157.107.468 

100
% 

 
157.107.468 

 

 
100
% 

 
129.556.280 

 
11.848.73
0 

  4 Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Pengadaan 

Terpenuhinya 
Barang 
Cetakan dan 
Pengadaan 
Perangk
at 
Daerah 

 
48.128.150 

100
% 

 
48.128.150 

 
 

100
% 

 
35.458.100 

 
20.824.60
2 

  5 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Terpenuhinya 
Kebutuhan 
Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
SKPD 

 
156.500.000 

100
% 

 
156.500.000 

 

100
% 

 
116.149.960 

 
24.020.16
4 

 3  Kegiatan 
Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

       

  6 Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan 
Dinas/Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Terpenuhinya 
Kebutuhan 
Pemeliharaan, 
Biaya dan Pajak 
Kendara 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 
Perangkat 
Daerah 

 
517.791.836 

100
% 

 
517.791.836 

100
% 

 
439.914.550 

 
34.846.49
0 

  7 Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Terpenuhin
ya 
Kebutuhan 
Pemeliharaa
n Peralatan 
dan Mesin 
Lainnya 
Perangk

 
193.017.451 

100
% 

 
193.017.451 

100
% 

 
165.769.400 

 
2.030.500 



 

 

at 
Daerah 

 
2 

 
 
 
 

4 

 Program Informasi 
dan Komunikasi 
Publik 

       

 
Kegiatan Pengeloaan 
Informai dan 
Komunikasi 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 



 

 

 

  9 Pengelolaan Konten 
dan Perencanaan 
Media Komunikasi 
Publik 

Jumlah 
Informasi 
berupa Berita 
dan Video 

 
150.750.000 

100
% 

 
150.750.000 

100%  
145.950.000 

 
29.015.000 

  10 Pengelolaan 
Media 
Komunikasi 
Publik 

Persentase 
Masyarakat 
Memperoleh 
Informai 
Mengenai 
Pembangunan 
Daerah 
Pelayanan 
Publik 
lalulintas dan 
informasi 
penting lainnya 
serta 
Terselenggaran
ya Bimtek 
Penyiaran 

 
366.576.000 

100
% 

 
366.576.000 

100%  
253.680.436 

 
101.710.998 

  1
1 

Layanan Hubungan 
Media 

Persentase 
Peningkatan 
Pelayanan 
Informasi 
Publik melalui 
Kerjasama 
Media 

 
22.350.000 

100
% 

 
22.350.000 

100%  
16.920.000 

 
9.405.400 

  1
2 

Penguatan Kapasitas 
Sumber Daya 
Komuikasi Publik 

Jumlah 
pameran 
pembangunan 
Pemerintah 
Kota Denpasar 

398.921.000 100
% 398.921.000 100% 397.775.000 2.248.000 

  1
3 Penyelenggaraan 

Hubungan 
Masyarakat, 
Media dan 
Kemitraan 
Komunitas 

Jumlah 
Publikasi 
Media Sosial 

 
41.150.000 

100
% 

 
41.150.000 

100%  
35.600.000 

 
4.970.000 

           

 
3 

 
 
 
 

5 

 Program Aplikasi 
Informatika 

       

  
Kegiatan Pengeloaan 
Nama Domain yang 
telah 

 

  Ditetapkan oleh 
Pemerintah pusat dan 
Sub Domain di 
Lingkup 
Pemerintah Daerah 

 

  1
4 Penyelengaraan 

Sistem Jaringan Intra 
Pemerintah Daerah 

Pengeloaan 
Infastruktur 
Jaringn 
Internet di 
Kota Denpasar 

 
2.982.895.000 

100
% 

 
2.982.895.000 

100%  
2.165.183.998 

 
399.694.533 

 6  Kegiatan 
Pengelolaan e- 
government Di 
Lingkungan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

       

  1
5 Pengembangan 

Aplikasi dan Proses 
Bisnis Pemerintah 
Berbasis Elektronik 

Jumlah Inovasi 
di Kota 
Denpasar 

 
274.000.000 

100
% 

 
274.000.000 

100%  
181.550.000 

 
100.475.000 

  1
6 Penyelenggaraan 

Sistem Penghubung 
Layanan Pemerintah 

Persentase 
Aplikasi/Siste
m Informasi 
Layanan 
Publik yang 
terintegrasi 

 
107.200.000 

100
% 

 
107.200.000 

100%  
56.570.000 

 
106.430.000 

  1
7 Pengembangan dan 

Pengelolaan 
Sumberdaya 
Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

Layanan 
Government 
Cloud 
Computing 

 
362.525.000 

100
% 

 
362.525.000 

100%  
85.080.000 

 
163.211.620 



 

 

Pemerintah 
Daerah 

4  
 

7 

 Program 
Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral 

       

Kegiatan 
Penyelenggaraan 
Statistik 
Sektoral di Lingkup 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

  1
8 Kordinasi dan 

Sinkronisasi 
Pengumpulan, 
Pengelolaan, Analisis 
dan Desiminasi Data 
Statistik Sektoral 

Ketersediaan 
Data dan 
Informasi 
Pembangunan 
di Lingkungan 
Pemerintah 
Kota Denpasar 
dalam 
Buku 
Denpasar 
Membangun 

 
51.350.000 

100
% 

 
51.350.000 

100%  
50.926.500 

 
423.500 

  1
9 Membangun Metadata 

Statistik Sektoral 
 64.625.000 100

% 
64.625.000 100% 63.612.200  

 
5 

 
 
 
 
 
 

8 

 Program 
Penyelengaraan 
Persandian untuk 

       

Pengamanan 
Informasi 
Pemerintah Daerah 
Kegiatan 
Kegiatan 
Penyelenggaa
n Persandian 
Untuk 
Pengaman 
Informasi 
Pemerintah 
Daerah 

 

   
 

2
0 

 Jumlah 
Aplikasi 
Mobile 
Jumlah Audit 
Sistem 
Informasi 
Jumlah 
Pelatihan 
dasar 
Keamanan 
Informasi 

 
130.400.000 

 
100
% 
 

 
130.400.000 

 
100% 
 

 
21.350.000 

 

Penyedian 
Layanan 
Keamanan 
Informasi 

3.200.000 

Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten/Kot
a 

 

  

  
TOTAL 

 18,961,239,451,
- 

100
% 

18,961,239,451,- 100% 
 

15,511,954,554 3.449.284.897 

 

Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota 

Denpasar, yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :  

1. Sasaran Strategis 1  : Meningkatnya Kematangan Kebijakan SPBE  

indikator    : Nilai Indeks  kebijakan SPBE 

Dalam menunjang sasaran strategis 1 ”Meningkatnya Kematangan Kebijakan 

SPBE” ini dilaksanakan dengan PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, program ini diwujudkan 

dengan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan 

Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 



 

 

 

 

2. Sasaran Strategis 2  : Meningkatnya Kematangan Tata Kelola SPBE 

indikator    : Nilai Indeks Tata Kelola SPBE 

Dalam menunjang sasaran strategis 2 ” Meningkatnya Kematangan Tata Kelola 

SPBE” ini dilaksanakan dengan PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

PUBLIK, program ini diwujudkan dengan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

3. Sasaran Strategis 3  : Meningkatnya Kematangan Manajemen SPBE 

indikator    : Nilai Indeks Manajemen SPBE 

Dalam menunjang sasaran strategis  ” Meningkatnya Kematangan Manajemen 

SPBE” ini dilaksanakan dengan PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA, 

program ini diwujudkan dengan Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah 

Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

4. Sasaran Strategis 4  : Meningkatnya Kematangan Layanan SPBE 

indikator    : Nilai Indeks layanan SPBE 

Dalam menunjang sasaran strategis  ” Meningkatnya Kematangan Layanan SPBE” 

ini dilaksanakan dengan PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK 

SEKTORAL dan PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 

PENGAMANAN INFORMASI program ini diwujudkan dengan Kegiatan 

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, 

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

Berikut dokumentasi kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran strategis : 

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN 
% 

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

         
13,806,940,352.00 

               
10,898,539,931.00 

78.94% 

2 PROGRAM PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
PUBLIK 

               
979,747,000.00 

                     
849,925,436.00 

86.75% 

3 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI 
INFORMATIKA 

           
4,087,111,000.00 

                 
2,745,485,498.00 

67.17% 

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN 
STATISTIK SEKTORAL 

               
115,975,000.00 

                     
114,538,700.00 

98.76% 

5 PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 

                                      16.37% 



 

 

INFORMASI 130,400,000.00 21,350,000.00 

  
18,961,239,451.00 

     
15,511,954,554,00 

81.81% 

 

 



 

 

  

 

 

B. REALISASI ANGGARAN 

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk 
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja;  



 

 

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN % 

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

         
13,806,940,352.00 

               
10,898,539,931.00 

78.94% 

2 PROGRAM PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
PUBLIK 

               
979,747,000.00 

                     
849,925,436.00 

86.75% 

3 PROGRAM PENGELOLAAN 
APLIKASI INFORMATIKA 

           
4,087,111,000.00 

                 
2,745,485,498.00 

67.17% 

4 PROGRAM PENYELENGGARAAN 
STATISTIK SEKTORAL 

               
115,975,000.00 

                     
114,538,700.00 

98.76% 

5 PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PERSANDIAN UNTUK 
PENGAMANAN INFORMASI 

               
130,400,000.00 

                       
21,350,000.00 

16.37% 

  
18,961,239,451.00 

     
15,511,954,554,00 

81.81% 

 

Dari table tersebut diatas dapat di jelaskan bahwa Analisis program/kegiatan yang menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja yang 

menunjang sasaran strategis adalah sebagai berikut : 

Dalam mencapai sasaran strategis didukung oleh 5 (lima) program 8 (delapan) kegiatan dan 20 

(dua puluh) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 18,961,239,451,00 atau 100% dari anggaran 

total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 15,511,954,554.00  atau 81.81% dan 

realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp. 3.449.284.897,00 

 

a. Program 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik 

3. Program Aplikasi Informatika 

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 

b. Kegiatan / Sub Kegiatan 

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi  SKPD 



 

 

3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  Pemerintahan Daerah 

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan  

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

4. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

Sub Kegiatan Pengelolaan Konten 

dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 

Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 

Sub Kegiatan Pengelolaan Media Elektronik 

Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media 

Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas 

Sumber Daya Komunikasi Publik 

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 

5. .Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain 

di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 

6. Kegiatan Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pemerintah Daerah 

7. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data 

Statistik Sektoral 

Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral 

8. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



 

 

C. RENCANA AKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHE SAKIP TAHUN 2025 

NO REKOMENDASI "Rencana Aksi 

Tindak Lanjut" 

"Rencana 
Waktu 

Pelaksanaan 
Aksi Tindak 

Lanjut" 

"Rencana 
Target 

Pelaksanaan 
Aksi Tindak 

Lanjut" 

Penanggung 
Jawab 

Status 
Pelaksanaan 

Keterangan 
Tambahan 

1 Menyajikan 
informasi mengenai 
perbandingan antara 
capaian kinerja 
tahun berjalan 
(tahun n) dengan 
capaian realisasi 
tahun sebelumnya 
(tahun n-1) dan 
capaian realisasi dua 
tahun sebelumnya 
(tahun n-2) dalam 
laporan kinerja 

Melakukan 
penyusunan 
perbandingan 
capaian kinerja tahun 
berjalan (tahun 
2025) dengan 
realisasi tahun 
sebelumnya (tahun 
2024) dan capaian 
realisasi dua tahun 
sebelumnya (tahun 
2023) dalam laporan 
kinerja 

"Rencana 
waktu 
dilaksanakanny
a rencana aksi 
tersebut yaitu 
:Bulan Juli 
/Triwulan 
III/tahun 2025 

" 

"Rencana target 
dari lama 
pelaksanaan 
rencana aksi 
tersebut yaitu : 2 
bulan (Juli s/d 
Agustus 2025 

" 

Kepala Dinas 
Kominfos 
Kota 
Denpasar, 
berkolaborasi 
dengan Tim 
Koordinasi 
SPBE Kota 
Denpasar 

Sudah 
Dilaksanakan,  
Rencana aksi 
tindak lanjut 
tersebut sudah 
dilaksanakan 
berdasarkan 
rencana waktu 
pelaksanaan 
aksi tindak 
lanjut 

 

 

2 Menyajikan 
informasi mengenai 
upaya dan besaran 
efesiensi sumber 
daya seperti besaran 
efesiensi anggaran 
beserta cara 
perhitungannya 
dalam laporan 
kinerja 

Menyusun dan 
menyajikan 
informasi mengenai 
upaya dan besaran 
efesiensi sumber 
daya seperti besaran 
efesiensi anggaran 
beserta cara 
perhitungannya 
dalam laporan 
kinerja 

"Rencana 
waktu 
dilaksanakanny
a rencana aksi 
tersebut yaitu 
:Bulan Juli 
/Triwulan 
III/tahun 2025 

" 

"Rencana target 
dari lama 
pelaksanaan 
rencana aksi 
tersebut yaitu : 6 
bulan (Juli s/d 
Desember 2025 

" 

Kepala Dinas 
Kominfos 
Kota 
Denpasar, 
PPTK dan 
Kepala 
Bidang 

"Sudah 
Dilaksanakan, 

Rencana aksi 
tindak lanjut 
tersebut sudah 
dilaksanakan 
berdasarkan 
rencana waktu 
pelaksanaan 
aksi tindak 
lanjut" 

 

3 Melakukan upaya 
pengendalian 
melalui monev 
internal berkala 
yang terdokumentasi 
terhadap 
pelaksanaan 
perencanaan kinerja, 
pengukuran kinerja, 
pelaporan kinerja 
serta evaluasi 
akuntabilitas kinerja 
internal. 

Melakukan upaya 
pengendalian 
internal melalui 
monev internal 
berkala yang 
terdokumentasi 
terhadap pelaksanaan 
perencanaan kinerja, 
pengukuran kinerja, 
pelaporan kinerja 
serta evaluasi 
akuntabilitas kinerja 
internal. 

"Rencana 
waktu 
dilaksanakanny
a rencana aksi 
tersebut yaitu 
:Bulan Oktober 
/Triwulan 
IV/tahun 2025 

" 

"Rencana target 
dari lama 
pelaksanaan 
rencana aksi 
tersebut yaitu : 3 
bulan (Oktober 
s/d Desember 
2025 

" 

Kepala Dinas 
Kominfos 
Kota 
Denpasar, 
PPTK dan 
Kepala 
Bidang 

Sudah 
Dilaksanakan,  
Rencana aksi 
tindak lanjut 
tersebut sudah 
dilaksanakan 
berdasarkan 
rencana 
waktu 
pelaksanaan 
aksi tindak 
lanjut 

Melakukan 
Monitoring dan 
evaluasi secara 
berkala terhadap 
pelaksanaan 
perencanaan 
kinerja, 
pengukuran 
kinerja, 
pelaporan kinerja 
serta evaluasi 
akuntabilitas 
kinerja internal. 

4 Mendokumentasikan 
pemantauan rencana 
aksi serta realisasi 
tindak lanjut 
terhadap 
rekomendasi pada 
LHE SAKIP 

Melakukan 
pendokumentasian 
pemantauan rencana 
aksi serta realisasi 
tindak lanjut 
terhadap 
rekomendasi pada 
LHE SAKIP 

"Rencana 
waktu 
dilaksanakanny
a rencana aksi 
tersebut yaitu 
:Bulan Oktober 
/Triwulan 
IV/tahun 2025 

" 

"Rencana target 
dari lama 
pelaksanaan 
rencana aksi 
tersebut yaitu : 3 
bulan (Oktober 
s/d Desember 
2025 

" 

Kepala 
Dinas 
Kominfos 
Kota 
Denpasar, 
PPTK dan 
Kepala 
Bidang 

 

"Sudah 
Dilaksanakan 

Rencana aksi 
tindak lanjut 
tersebut sudah 
dilaksanakan 
berdasarkan 
rencana 
waktu 
pelaksanaan 
aksi tindak 
lanjut" 

Tindak lanjut 
Rekomendasi 
LHE SAKIP 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain menjadi media atau alat komunikasi 

pertanggungjawaban berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja instansi Pemerintah. 

Sebagai bahan pertanggungjawaban LKjIP juga dapat digunakan sebagai sarana introspeksi diri 

bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. LKjIP juga memberikan 

umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di 

masa mendatang oleh pimpinan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih 

baik di masa mendatang. 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dapat dikategorikan sebagai 

instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya. Hal tersebut dapat diukur dari Hasil 

Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mengembangkan terobosan yang bersifat 

Inovasi yang terkait dengan informasi dan Komunikasi dengan pencapaian sasaran yang diukur 

dari beberapa Indikator Kinerja Utama antara lain : 

NO. SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA 

(SATUAN
) 

TARGET 
2025 

REALISASI 
2025 

1 Meningkatnya 
kematangan kebijakan 
SPBE 

Nilai Indeks kebijakan SPBE 3,80 4.30 

2 Meningkatnya kematangan 
tata Kelola 
SPBE 

Nilai Indeks tata Kelola 
SPBE 

3,90 4.40 

3 Meningkatnya 
kematangan manajemen 
SPBE 

Nilai Indeks manajemen 
SPBE 

3.00 3.45 

4 Meningkatnya 
kematangan layanan 
SPBE 

Nilai Indeks layanan SPBE 3.95 4.51 

 
Sedangkan kalau ditinjau dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 

2025 penyelenggaraan urusan wajib dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18,961,239,451,00 dengan 

realisasi Rp. 15,511,954,554.00   penyerapan anggaran mencapai 981.81%. Kedepannya Dinas 

Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar akan berupaya untuk meningkatkan Kinerja 

sehingga dapat mencapai target yang diharapkan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LAMPIRAN :  

 

 

























































































































 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA 

DENPASAR PERIODE 2021- 2026 

 
 

N
o 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

 
 

Sat
uan 

Kon

disi 

Awal 

Thn 

2020 

 
 

Targ
et 

Kond

isi 

Akhi

r 

Tahu

n 

2026 

 
 

Formulasi 

20
21 

20
22 

20
23 

20
24 

20
25 

2026   
1 Meningkatny

a 
kematangan 
kebijakan 
SPBE 

Nilai 
Indeks 
kebijaka
n SPBE 

 3,
0
0 

3,2
0 

3,
40 

3.6
0 

3,
80 

4.00 4.00 Nilai 
pembobotan 
domain 1 : 
Kebijakan 
Internal 
SPBE 

2 Meningkatny
a 
kematangan 
tata Kelola 
SPBE 

Nilai 
Indeks 
tata 
Kelola 
SPBE 

 3,
3
0 

3,4
5 

3.
60 

3.7
5 

3,
90 

4.05 4.05 Nilai 
pembobotan 
domain 2 : 
Tata Kelola SPBE 

 
3 Meningkatny

a 
kematangan 
manajemen 
SPBE 

Nilai 
Indeks 
manajem
en SPBE 

 2,
1
8 

2,4
0 

2.
60 

2.8
0 

3.
00 

3.20 3.20 Nilai 
pembobotan 
domain 3 : 
Manajemen 
SPBE 

4 Meningkatny
a 
kematangan 
layanan 
SPBE 

Nilai 
Indeks 
layanan 
SPBE 

 3,
5
5 

3,6
5 

3.
75 

3.8
5 

3.
95 

4.05 4.05 Nilai 
pembobotan 
domain 4 : 
Layanan 
SPBE 
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